
TANDA LAPOR
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORMAS.
	NO
	INDIKATOR PERSYARATAN PENDAFTARAN
	PERSYARATAN

(CHEK LIST)
	KET

	
	
	ADA
	TIDAK
	

	1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

 8.
9.
10.
11.
12.

13.

	Surat Permohonan Pendaftaran;


Akte Pendirian  atau status orkesmas yang disahkan notaris;


Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;


Tujuan dan Program Organisasi;


Surat Keputusan tentang susunan Pengurus orkesmas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekertaris dan bendahara atau sebutan 

Lainnya;


Pas foto pengurus berwarna ukuran 4 x 6, terbaru  dalam 3 (tiga) bulan terakhir (KSB)

Foto copy kartu tanda penduduk pengurus organisasi (KSB)

Surat keterangan domisili organisasi dari kepala desa /lurah/camat atau sebutan lainya;


Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi;

Foto kantor atau sekertarias orkesmas, tampak depan yang memuat papan nama;

Keabsahan kantor atau sekretariat orkesmas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin dari pemilik/pengelolah (materai 10.000);

Bukti pengesahan telah terdaftar dan mempunyai SK Kemenkumham atau SKT (untuk yang melapor keberadaan ormas pada Pemerintah Daerah setempat).

 99

ang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Ormas Lingkup Provinsi harus memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25 % dari jumlah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
Biodata Pengurus  organisasi, yaitu ketua,Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya;

Pas Poto Pengurus berwarna, ukuran 4 x 6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan teraknhir;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Organisasi;
Surat Keterangan domisili organisasi dari kepala Desa /Lurah/Camat atau sebutan lainnya;

Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Organisasi;

Foto Kantor atau Sekretariat Orkemas, tampak depan yang memuat papan Nama;
Keabsahan kantor atau Sekretariat Orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;

Surat  pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan /atau anggota organisasi;

Surat Pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau serbutan lainnya.

Surat Pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau  atau sebutan lainnya;

Surat Pernyataan bahwa nama, lambing, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
Surat Pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditanda tangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;

Surat pernyataan  bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi,data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hokum, yang ditandatangani oleh   ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;

Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;

Rekomendasi dari Kemeterian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Rekomendasi dari kementerian /lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat Pekerja; dan

Surat Pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat Negara,pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.
	
	
	


NAMA ORMAS :










        PEMERIKSA :










........................................

Kop Surat Organisasi
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di Bawah ini :

1. Nama




:

Jabatan 



:

Nomor KTP/SIM/Identitas Lain
:

Nomor HP.



:
2. Nama




:

Jabatan




:

Nomor KTP/SIM/Identitas Lain
:

Nomor HP.



:

                    Dengan Ini menyatakatan
:

a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;

b. Tidak terjadi konflik Kepengurusan;

c. Nama, Lambang, Bendera, tanda gambar, symbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;

d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan /atau anggota organisasi;

e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;

f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan;

g. Tidak akan melakukan penyalagunaan SKT.

Demikian persyaratan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini :

               








Palu,……………


K  e  t  u a  





   Sekretaris

Materai

10.000
………………………….....



................................................
Kop Surat Organisasi
Nomor
: 

Lamp.
: 

Perihal :  Permohonan pendaftaran/melapor keberadaan organisasi 

Kepada yth.

Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulteng

Di –

           Palu

Assalamualaikum Wt. Wb.


Menunjuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.


Bahwa Organisasi …………, telah terdaftar di (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) Nomor ……….. tanggal …….. tahun ……….. (pilih salah satu apakah terdaftar pada Kemenkumham atau Kemendagri ).

Untuk itu kami bermohon agar kiranya dapat di daftarkan organisasi kami untuk mendapatkn surat tanda lapor keberadaan organisasi kami pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian disampaikan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.






Palu,   …………   20……






(NAMA ORGANISASI)






TTD/CAP






NAMA KETUA

